BUPATI SINTANG

PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR 05 TAHUN 2015
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

Menimbang: a. bahwa untuk menciptakan tertib administrasi
pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sintang,
maka pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan
secara tertib, efektif, efisien, ekonomis dan akuntabel,
serta transparan dengan memperhatikan asas
keadilan, kepatuhan dan sesuai  ketentuan
perundang-undangan yang berlaku;

b. bahwa sehubungan dengan maksud dalam huruf a di
atas, dan guna mendukung kelancaran pelaksanaan
penerimaan dan pengeluaran uang pada Satuan Kerja
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Sintang, maka dipandang perlu untuk
adanya pengaturan mengenai Petunjuk teknis
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Sintang;

c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut dalam
huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan
Peraturan Bupati Sintang ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820j;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun
1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1098 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3587);

3. Undang-Undang ...



10.

11.

n?ﬂlﬁl

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 bfsn})a;‘rgi
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Be Negara
Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran i o
Republik Indonesia Tahun 1999 Norpor 75, Tam B
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 385 );

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 149,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembara;)
Negara Republik Indonesia Tahun 2001‘ Nomor 13' ’
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4150j;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang
Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

12. Undang-Undang ...
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 214, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentar}g
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14(?,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pembinaan  Dan Pegawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4609); sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Repubik
Indonesia Nomor 4855);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 46 14);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 37);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 70 Tahun 20 12;

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan
Belanja  Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 73,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 53 Tahun 2010;

21. Peraturan
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21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ;ISI e
' 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuang b Sion
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

' n

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo;hésnTaYélin
' 2008 tentang Tata Cara Penatausahaa h

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban

Bendahara Serta Penyampaiannya.

i n
23. Peraturan Menteri Dalam Nggi%eggforﬁéih Ta]:i:n
2011 tentang Pedoman Pe ;
i ber Dari Anggaran
Bantuan Sosial Yang Bersum i
P:r?dapatan dan Belanja Daerah, sepagajmanaNtelag
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Nege

Nomor 39 Tahun 2012;

: T Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25
- Eﬁg 31(;06 tentang Pengelola@ Keuangan Daergg

(Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 20
Nomor 26, Tambahan Lembaran Daergh Kabupaten
i Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Ngmor 3 Tahun
2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun
2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Sintang Nomor 3);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang
(Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sintang Nomor 1);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2
Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat
Daerah Kabupaten Sintang  (Lembaran Daerah
Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2 , Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, (Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor S)

MEMUTUSKAN -
Menetapkan - PERATURAN BUPATI TENTANG PE

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPAT
DAERAH KABUPATEN SINTANG.

TUNJUK  TEKNIS
AN DAN BELANJA

BAB I

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

g Dalam Peraturan Bupati inj Yang dimaksud dengan :
| 1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.

2. Pemerintah
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alah Bupati beserta Perangkat

Pemerintah Daerah ad Pemerintahan

Daerah sebagai unsur penyelenggara
Daerah.

Kepala Daerah adalah Bupati Sintang.

Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Sintang.
Daerah yang selanjutnya

i t
Dewan Perwakilan Rakya e Kiln Rakyat Dacrah

disingkat DPRD adalah Dewan
Kabupaten Sintang.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yan%1 siﬁnjutgiflz
disingkat SKPD adalah pergngkat aer: . pUma
pemerintah daerah Kabupaten Sintang selaku pengg

anggaran/pengguna barang.

Keuangan Daerah, adalah semua hak dan ke\_;vajlban
daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan
daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk
didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan
dengan hak dan kewajiban daerah.

Pengelolaan Keuangan Daerah, adalah keseluruhan
kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan
pengawasan keuangan daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan
pemerintah Kabupaten Sintang yang dibahas dan
disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan
ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang.

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang
diakui sebagai penambah kekayaan bersih.

Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah
yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang dianggarkan
tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan
program dan kegiatan.

Belan;’a Langsung merupakan belanja yang dianggarkan
terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan
kegiatan.

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan

; _ yang perlu
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yangg Irzlkan
diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang

bersangkutan maupun pada tahun-tahun an
berikutnya. searen

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang
daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk
menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan
untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

16. Rekening ...
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Rekening Kas Umum Daerah adglah rekem;’aegh Eé?)gl t
penyimpanan uang daerah yang dltentuka_n Zlan s e
Daerah untuk menampung seluruh penerim i e
dan digunakan untuk membayar seluruh peng

daerah pada bank yang ditetapkan.

Dokumen Pelaksanaan Anggarag 1S{I{PmDe rfzax;gn Zelarrll{]elirtlr;):;
disingkat DPA-SKPD adalah oku '
pendgpatan, belanja dan pembiayaan ya{li dxilrllggaﬁig
sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh p
anggaran.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang S?ﬁgg:ﬁ
disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pe b
anggaran pada satuan kerja pengelola keuangan

selaku bendahara umum daerah.

Anggaran Kas adalah dokumen 'perkiraan aruls{‘ kas
masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan
arus kas keluar untuk mengatur ketersed1aqn dana yang
cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam
setiap periode.

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keugnggn Daerah
adalah Kepala Daerah dalam hal ini Bupati Sintang yang
karena jabatannya mempunyai kewenangan
menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan
daerah Kabupaten Sintang.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola
keuangan daerah Kabupaten Sintang, adalah SKPD yang
meémpunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan
bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas
sebagai Bendaharg Umum Daerah,

Pengguna Anggaran  adalgh pejabat pemegang

kewenangan benggunaan anggaran untuk melaksanakan
tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnyaj,

pejabat yang bertangung Jawab atag
Pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa.

Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan
penggunaan barang miljk daerah,

27. Pemeliharaan
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tindakan yang

i adalah kegiatan atau
7 g;l;;iiiga:;lar semua barang n_lih'k daerah sela;llil) ec}gl:;;l
keadaan baik dan siap untuk digunakan secar:

guna dan berhasil guna.

tas
28. Setoran kerugian negara/daerah adalah Sez)f;ﬁte?nal
temuan hasil pemeriksaan oleh Aparat Pengaw

terhadap  kerugian

dan  Eksternal Pemerintah cerugian

negara/daerah dan harus disetor kembali
Negara/Daerah.

29. Kewsgjiban setor adalah setoran atas temuaﬁst;?lsali
peémeriksaan Aparat Pengawas In'ternal dan € Sterna
pemerintah daerah terhadap tidak dlpungl{ak
disetornya pajak atau kekurangan pembayaran pajak.

30. Kuasa Bendahara Umum Dae}"ah yang §elapj}1{1tnya
disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa
untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.

31. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang
ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan,
menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang
untuk  keperluan belanja daerah dalam rangka
belaksanaan APBD pada SKPD dan dibantu oleh
pembantu bendahara sesuai dengan bidang tugasnya.

Pegawai Tidak Tetap/pegawai honorer adalah Pegawai
Daerah yang diangkat dengan Keputusan Kepala Daerah
dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah serta berlaky pada waktu tertenty yaitu untuk
satu tahun Anggaran.

32.

33. Jasa administrasi kantor, jasa kebersihan kantor, jasa

34. Jasa lainnya adalah jasa yang membutuhkan
kerpampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan
(skillware) dalam Suatu sistem tatq kelola yang telah
dikengl luas di dunia usaha untyk menyelesaikan suatu
pekerjaan' ata}u segala pekerjaan dan/atay penyediaan
Jasa selain jasa konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan
Konstruksi dan pengadaan barang.

35. Dokumen Pelaksanagn Anggaran Pejabat

36. Dokumen,
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Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggirinklsllfia yain 2
selanjutnya disingkat DPPA-SKPD, ada}a o gl
memuat perubahan pendapatan, belanja dan p o hian
yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan p

anggaran oleh pengguna anggaran.

Manajemen Kas adalah kemampuan d.aer?k; g;l;r)n
mengatur jumlah penyediaan dana kas bagi S{f 1m gmpuar;
artinya BUD harus mampu memperkirakan Ke Lo et
keuahgan Pemerintah pemda dalam m

kebutuhan dana SKPD.

Surat Penyediaan Dana yang S
adalah dokumen yang menya
untuk melaksanakan kegiatan s€
Surat Perintah Pembayaran.

elanjutnya disingkat SPD
takan tersedianya dgma
bagai dasar penerbitan

Surat Permintaan Pembayaran yang Sfalan]utnya
disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan olett;
bendahara pengeluaran/pejabat yang bertanggungjawa
atas pelaksanaan  kegiatan untuk  mengajukan
permintaan pembayaran.

Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan yang
selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang
diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan
uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali
(revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan
pembayaran langsung.

Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan
yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen
yang diajukan  oleh bendahara pengeluaran untuk
permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat
dilakukan dengan pembayaran langsung.

Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang
Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah
dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran
untuk permintaan tambahan wuang persediaan guna
melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak

dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung
dan uang persediaan.

Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang
selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang
diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan
perpbayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar
perjanjian kontrak Kkerja atau surat perintah kerja
lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerir}la
peruntukan dan waktu pembayaran tertentu yané;
dokumennya disiapkan oleh PPTK.

Surat Perintah Membayar yang selanjutn isi
ya disingkat
SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh penggguna

anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbi
SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD. P an

45. Surat ...
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Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang
selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang
diterbitkan oleh pengguna anggaran /kuasa pengguna
anggaran untuk penerbitan gp2D atas beban

pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang
persediaan untuk mendanai kegiatan.

Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang
selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang
diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna
anggaran untuk penerbitan SP2D a_tas bebérm
pengeluaran DPA-SKPD yang danal_'lya dipergunakan
untuk mengganti uang persediaan  yang telah
dibelanjakan.

Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan
yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen
yang diterbitkan oleh  pengguna anggaran/kuasa
pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban
pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya
melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang
telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.

Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya
disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh
pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk
penerbitan SP2Z2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD
kepada pihak ketiga.

Surat Perintan Pencairan Dana yang selanjutnya
disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai
dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD
berdasarkan SPM.

Honor/honorarium adalah upah sebagai imbalan jasa
(kehormatan) atas pelaksanaan tugas tertentu dan atau
jabatan yang bersifat bukan gaji tetap.

Tambahan penghasilan adalah penghasilan Pegawai
Negeri Sipil di luar gaji dan tunjangan yang diberikan
oleh Pemerintah Daerah kepada Pegawai Negeri Sipil
berdasarkan perhitungan terpadu dengan
mempertimbangkan kreteria beban kerja, tempat
bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi serta
berdasarkan prestasi kerja sesuai dengan pertimbangan
obyektif dan kemampuan keuangan daerah dalam rangka
peningkatan kesejahteraan sesuai ketentuan Perundang-
undangan yang berlaku.

Lembur adalah pekerjaan yang dilakukan untuk
pekerjaan yang sifatnya sangat penting, mendesak dan
penyelesaiannya tidak dapat ditangguhkan serta
dilakukan diluar jam kerja.

53. Perjalanan ...
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Perjalanan Dinas adalah perjalanan keluar dari tempat
kedudukan ke tempat tujuan dalam rangka
melaksanakan tugas-tugas dan kegiatan baik ke dalam
maupun ke luar daerah dalam Wilayah Negara Republik
Indonesia atas perintah pejabat yang berwenang.

Pendidikan dan pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil
yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses
penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka
meningkatkan kemampuan (pengetahuan, keterampilan
dan sikap) Pegawai Negeri Sipil.

Pendidikan dan pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil
yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses
penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka
meningkatkan kemampuan (pengetahuan, keterampilan
dan sikap) Pegawai Negeri Sipil.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam
rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat
dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk
kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban
desa tersebut.

Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada
perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan membantu
biaya produksi agar harga jual prokdusi/jasa yang
dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

Belanja Bunga adalah pengeluaran pemerintah daerah
untuk pembayaran bunga (interet) atas kewajiban
penggunaan pokok utang yang dihitung berdasarkan
posisi pinjaman jangka pendek atau jangka panjang.

Hibah adalah bantuan Pemerintah Daerah dalam bentuk
uang, barang dan/atau jasa yang diberikan kepada
Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan
daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang
secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya,bersifat
tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus
menerus yang bertujuan untuk menunjang
penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

Naskah Perjanjian Hibah daerah yang selanjutnya
disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang
dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah antara pemerintah dengan penerima
hibah.

Bantuan Sosial adalah pemeberian bantuan beruapa
uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu,
keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya
tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan
untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko

sosial.

62. Bantuan ...
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Bantuan Sosial adalah pemeberian bantuan beruapa
uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu,
keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya
tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan
untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko
sosial,

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang
perlu dibayarkan kembali dan/atau pengeluaran yang
akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang
bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran
berikutnya.

Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam
rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset
tetap berwujud atau tidak berwujud yang mempunyai
masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan
dalam kegiatan pemerintahan, dan diperoleh dengan
maksud tidak untuk dijual kembali.

Belanja Tidak Terduga adalah untuk kegiatan yang
sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang
seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial
yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk
pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-
tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Bantuan Keuangan adalah semua jenis bantuan yang
diperuntukan bagi daerah lainnya untuk menunjang
kegiatan daerah tersebut.

Swakelola adalah pengadaan barang/jasa dimana
pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi
sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab
anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok
masyarakat.

Daftar Transaksi Harian Belanja Daerah yang selanjutnya
disebut DTH adalah daftar yang dibuat oleh Bendahara
Pengeluaran SKPD dan Kuasa BUD yang memuat rincian
transaksi harian belanja daerah per Surat Perintah
Membayar/Surat Penyediaan Dana (SPM/SPD) dan Surat
Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Pejabat  Penatausahaan  Keuangan  SKPD  yang
selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang
melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya
disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD
yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari
suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

Rekapitulasi Transaksi Harian Belanja Daerah yang
selanjutnya disebut RTH adalah daftar yang dibuat oleh
BUD yang memuat rekapitulasi dari DTH dalam wilayah

kabupaten sintang.

BABII ...
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BAB 11
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah
sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan
keuangan daerah yang bersumber dari APBD Kabupaten
Sintang agar tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

(2)  Tujuan ditetapkannya Peraturan ini adalah terwujudnya
pengelolaan keuangan daerah yang bersumber.dan AEFSD
Kabupaten Sintang dengan tertib, efektif, efisien,
ekonomis dan akuntabel, serta transparan, dengan
memperhatikan asas keadilan, kepatuhan dan sesual
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

AZAS UMUM DAN RUANG LINGKUP PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama
Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 3

(1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-
undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab

dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk
masyarakat .

(2) Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang
terintegrasi, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 4

(1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut :
a. penatausahaan penerimaan dan pengeluaran;
b. pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran.

Pasal 5

(1) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5) tercantum dalam
Lampiran I, Lampiran II, Lampiran IIl, Lampiran IV, Lampiran V yang
merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

(1) Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini mulai berlaku efektif
sejak tanggal 1 Januari 2015.

(2) Dengan ...
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(2) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Sintang
Nomor 11 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal, 5 Januari 2015

BUPATI SINTANG,

MILTON CROSBY

Diundangkan di Sintang
pada tanggal, 5 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,

YOSEPHA HASNAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2015 NOMOR
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B. PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN

1. Setiap penerimaan SKPD berupa uang harus disetor ke rekening kas
umum daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja, dengan
menggunakan formulir Surat Tanda Setoran (STS). Format dokumen
Surat Ketetapan Pajak (SKP) daerah, Surat Ketetapan Retribusi
(SKR) dan Surat Tanda Setoran (STS) dibuat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

2. Bendahara Penerimaan pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan
secara admininstratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung
Jawabpya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban
penerimaan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran
melalui PPK SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

3. Bendahara Penerimaan pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan
secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung
jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban
penerimaan kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10
bulan berikutnya.

4. Bendahara penerimaan pembantu wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban penerimaan kepada bendahara penerimaan
paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

5. Laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud
point (3) dilampiri dengan:
a) Buku Kas Umum;
b) Buku rekapitulasi penerimaan bulanan;
c¢) Bukli penerimaan lainnya yang sah (jika ada);
d) Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah);
e) Surat Ketetapan Retribusi (SKR);
f) Surat Tanda Setoran (STS);
g) Surat Setoran ke bank; dan
h) Bukti penerimaan lainnya yang sah (untuk retribusi seri karcis

harus jelas).

6. PPKD selaku BUD melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis
laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan atas laporan
SKPD dalam rangka rekonsiliasi penerimaan yang kemudian
dituangkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

7. Format BKU, Buku Pembantu per rincian obyek penerimaan, buku
rekapitulasi penerimaan harian/bulanan, SKP-daerah, SKR, STS,

Surat tanda bukti pembayaran dan laporan pertanggungjawaban
tercantum dalam Lampiran D.I, D.Il, dan D.III Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

o : i i kan
8. Pendapatan yang diterima oleh SKPD tidak dibenarkan digunaka
la?gs?&g 0163;1 SKPD yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain

oleh peraturan perundang—undangan.
UPATI SINTANG, 8
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a) meneliti kelengkapan perintah membayar yang diterbitkan oleh
penguna anggaran

b) menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang
tercantum dalam surat perintah membayar.

c) Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;

d) Menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran yang

diterbitkan oleh pengguna anggaran tidak memenuhi persyaratan
yang ditetapkan.

3. Dalam hal dokumen SPM yang disampaikan tidak lengkap dan atau
tidak sah atau jumlah pengeluaran tersebut melampaui pagu
anggaran, kuasa BUD menolak untuk menerbitkan SP2D, surat
penolakan disampaikan kepada PPK SKPD agar memperbaiki serta
melengkapi dokumen tersebut, proses penolakan penerbitan SP2D
dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak SPM diferima.

4. Jika Dokumen SPM telah lengkap dan sah, Kuasa BUD menerbitkan
SP2D paling lama 2 (dua) hari kerja sejak SPM diterima.

5. Lembar SP2D terdiri dari 7 ( tujuh ) lembar:
a) Lembar 1 s/d 6 dikirim ke bank untuk divalidasi;
o b) Lembar 1 untuk bank yang ditunjuk;

c) Lembar 2 dikirim ke SKPD (diserahkan kepada PPK untuk
didistribusikan salinannya kepada pihak yang terkait, Bendahara
Pengeluaran dan PPTK);

d) Lembar 3 dan 4 untuk arsip Kuasa BUD,;

e) Lembar 5 untuk fungsi akuntansi SKPD;

f) Lembar 6 untuk pihak ketiga (pengadaan barang dan jasa);
g) Lembar 7 untuk operator Kuasa BUD.

6. Dalam melaksanakan fungsinya sebagai penguji SPM, Kuasa BUD

dibantu oleh korektor, verifikator dan operator dengan tugas sebagai
berikut:

a) Korektor SP2D menerima dan meneliti kelengkapan pengajuan SPP-
UP,GU,TU dan LS dari PPK SKPD, jika dinyatakan lengkap di paraf
kemudian diteruskan kepada verifikator SP2D;

b) Verifikator SP2D menerima dokumen pengajuan SP2D dari korektor

- menguji kebenaran kelengkapan SPM, apabila dinyatakan lengkap

: diteruskan ke operator untuk di entri SP2D, apabila tidak
memenuhi persyaratan/tidak lengkap dikembalikan kepada PPK
SKPD melalui korektor untuk diperbaiki dan dilengkapi,

c) Operator SP2D menerima dokumen SPP, SPM-UP,GU,TU dan LS
yang telah dikoreksi oleh korektor dan diverifikasi oleh verifikator
serta di farap oleh verifikator untuk dicatat pada buku register SP2D
untuk kemudian dicetak SP2D.

7. SP2D-UP/GU/TU dan LS disampaikan ke Bank paling lambat pukul
12.00. wib, jika lewat dari batas waktu dimaksud SP2D disampaikan
ke Bank pada hari kerja berikutnya.

BUPATI SINTANG, 7
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(2) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Sintang
Nomor 11 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran
pPendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar sp_tigp orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal ,  Janvavi 20 15
BUPATI SINTANG, %

-
MILTON CROSBY

Diundangkan di Sintang

pada tanggal, § Jawart 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,
<\t

YOSEPHA HASNAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2015 NOMOR
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PPh Pasal 21 | Tanggal 10 bulan
berikutnya berikutnya J
2. | PPh Pasal 22 Pada hari yg sama saat | Tanggal 14 bulan k
penyerahan barang berikutnya
3. | PPh Pasal 23 | Tanggal 10 bulan Tanggal 20 bulan \
berikutnya berikutnya
4. | PPh pasal 4 Tanggal 10 Bulan Tanggal 20
Ayat 2 Final berikutnya Bulan
berikutnya.
S. | PPN Pemungut | Tanggal 7 Bulan Akhir bulan
Berikutnya. berikutnya.

Bendahara Pengeluaran SKPD dan Kuasa BUD menyampaikan Daftar
Transaksi Harian (DTH) (contoh format lampiran XXIII) dilampiri
dengan SSP lembar ke-3 paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya
kepada Kuasa BUD

Dalam hal tanggal 10 setelah bulan yang bersangkutan berakhir jatuh
pada hari libur atau hari kerja yang diliburkan, penyampaian DTH
sebagaimana dimaksud pada angka 17 dilakukan paling lambat pada
hari kerja berikutnya.

Berdasarkan DTH yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran
SKPD dan yang dibuat oleh kuasa BUD, kuasa BUD membuat
Rekapitulasi Transaksi Harian (RTH) (contoh format lampiran XXIV)
yang selanjutnya akan disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

RTH yang disampaikan kepada Kepala KPP sebagaimana dimaksud
pada angka 19 dilampiri dengan:
a) DTH dari Bendahara Pengeluaran SKPD,

b) DTH dari Kuasa BUD, dan
¢) SSP lembar ke-3.

BUPATI SINTANG, 4
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